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PERATURAN DAFRAH KOTA METRO
NOMOR 7. TAHUN 2004 '

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELAHJA DAERAH

Menimbang

Mengingat :

=1

TAHUN ANGGARAN 2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

bahwa sehubungan dengan telah berakhirmya Tahun Anggaran
2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

balnwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1897 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Momor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang MNomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2000
Momor 246 Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4048);

Undang-undang Nomaor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1897 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688):

Undang-undang Nomar 12 Tahun 1898 tentang Pembentukan
Kabupaten Dat.'r Il Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur
dan Kotamadya Dati Il Metro (Lembaran Negara Tahun 1599
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Momor 3825);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1988 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1900
MNomeor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):

Undang-undang MNomor 25 Tahun 1989 tentang FPerimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Magara Nomor 3848);

Undang-undang MNomor 28 Tahun 1939 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Momor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Momor
3952);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 84 Tahun 2001 (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomer 157, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4185);

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengaloclaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11.Peraturan Pemerintah No, 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027):

14. Peraturan Pemerintah MNomor 108 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 118, Tambahan Lembaran Megara Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2003;

18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2003 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2003;

19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Memperhatikan :

Menstapkan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 fenlang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

FERATURAN DAERAH KOTA METRO TEMTANG PERHITUMNGAMN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN
ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2003 sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp 206.259.862.031.12

2. Belanja Rp 181.437 436.772.60
Surplus/Defisit Rp 24.822.425258.52

3. Pembiayaan : —

a. Penerimaan Rp. 40733.296.370.73
b. Pengeluaran Rp. 24 923 878 24052
Surplus/Defisit Rp. 15.808.413.130.21

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
2.001.142 363.32 dengan rincian sebagai benkut ;

a Anggaran Pendapatan Rp. 205.353.810.561
setelah perubahan

b Realisasi Rp. 207.354 952 924 32
Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.001.142 363.32

(2)Selisih  anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.
22 822 735877 .20 dengan rincian sebagai berikut

a Anggaran Pendapatan Rp. 205.353.810.581
setelah perubahan

b Realisasi Rp.182.431.074 683 80
Selisih lebih/(kurang) Rp. 22.922.735.877.20

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumiah Rp.
24.923 678.239.79 dengan rincian sebagai berikut :

a Surplus/defisit setelah Rp. (40.733.296.370,73)
perubahan

b Realisasi Rp. (15.809.418.130.21)
Selisih lebih/(kurang) Rp. 24 523.878.240.52
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(4) 3elsih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah:

a Penenmaan
1) Setelah Perubahan Rp. 40.733.296.370.73
2) Raalisasi
Rp. 40.733.290.370.73
Selisih lebihf/(kurang) Rp. --
b Pengeluaran

1} Setelah Perubahan Ep. 40.733.290,270.73

2} Realisasi Rp. 24.923.678.240.52

Selisih lebihi(kurang) Rp. 15.808.418.130.21
Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja
Dearah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. posisi keuangan
pada tanggal 371 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam
Meraca Daerah sebagai berkut ;

a. Jumlah Aktiva Rp. 795.873.936.601.03
b. Jumlah Utang Rp. 848 987 551
¢, Jumiah Ekuitas Dana Rp. 786.024.949.050.03

. (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Sisa Perhitungan
tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah
Rp. 25.533.052.844.52 dengan rincian sebagai berikut :

a. S5aldo Kas 1 Januari 2004 Rp. 24.822 425.258.52

b. Jumlah penerimaan Kas Rp. 165.256.355,204.59 +
Rp. 205989 651 665.32

¢ Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 180456 598 820 80

d. Siga Perhitungan Th 2003 Rp. 25.533.052.644 .52

Paszal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan
lebih lanjut tercantum dalam Lamplran Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Lampiran | : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran I . Nota Perhtiungan APBD
. 3. Lampiran [l : Laporan Alira Kas
4. Lampiran IV » Neraca Daerah
Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pazal &

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disahkan di : Metro
pada tanggal .4 Mmet Eﬂﬂui

WALIKOTA M TR'D
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